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#BNSP MASALAH KONDISI KETENAGAKERJAAN

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Pada 2030-2040, Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun)
lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (<15 tahun dan >64 tahun). Pada periode tersebut, penduduk usia produktif
diprediksi mencapai 64% dari total jumlah penduduk (diproyeksikan sebesar 297juta jiwa).

Beberapa PR yang harus diselesaikan:

Produktivitas tenaga kerja Indonesia paling
rendah di antara tiga negara tetangga di Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan
kawasan ASEAN. Pendidikan (%)
5.28% Tingkat Pendidikan 2020 2021 2022
4.39%
Tidak/Belum Pernah Sekolah/ 3.61 361 3.59
Belum Tamat & Tamat SD
2.16%
1.37% SMP 6.46 6.45 5.95
Q@,é,\’o \(b\\é@ \&@ &é@ SMA umum 9.86 9.09 8.57
QR A & SMA Kejuruan 13.55 11.13 9.42
Source : Asian Productivity Organization, September 2015 Diploma I/11/1ll 8.08 5.87 4.59
Universitas 7.35 5.98 4.80
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Institute for Management Development (IMD) pasaf kerja terbatas pekerjaan kebutuhan industri
World Competitiveness Ranking 2020 : Daya saing berketerampilan tinggi dan belum merespons
tenaga kerja Indonesia urutan 32 dari 63 negara kebutuhan pasar
yang disurvei
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BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

SERTIFIKASI ADALAH HAK TENAGA KERJA

UU NO 13 TAHUN 2003 PASAL 18

1. Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja
yang di selenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta,
atau pelatihan di tempat kerja.

2. Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi
kompetensi kerja.

3. Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat pula diikuti oleh
tenaga kerja yang telah berpengalaman.

4. Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi profesi
yang independen.

5. Pembentukan badan nasional sertifikasi profesi yang independen sebagaimana dimaksud dalam
ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.



#BNSP
MANFAAT SERTIFIKASI

4 R 4 N e N e
MEMBANTU ORGANISASI MEMBANTU
/DUDI MEYAKINKAN
KEPADA KLIENNYA BAHWA ORGANISASI ALAT PENJAMINAN MEMBANTU
PRODUK/JASANYA DIBUAT /DUDI DALAM MUTU PENDIDIKAN PENGEMBANGAN
OLEH TENAGA YANG REKRUTMEN BAHWA TUJUAN DISAIN
KOMPETEN DAN
TERPELIHARA BERBASIS PEMBELAJARAN INSTRUKSIONAL
KOMPETENSINYA KOMPETENSI TELAH TERCAPAI /PEMBELAJARAN
LA ;!;-; PENJAMINAN _ DESAIN
DU/DI Ly, | REKRUTMEN ‘.. . MUTU (m:;} INSTRUKSIONAL
{ 4 \)} N & . ‘ . {
~ ™ e N 4 N
MEMBANTU MEMBANTU MEMBERIKAN
PENGEMBANGAN MERENCANAKAN PERSONNAL
EVALUASI BRANDING UNTUK
PEMBELAJARAN JENJANG KARIR TUJUAN WIRAUSAHA

EVALUASI

CAREER PERSONAL

PEMBELAJARAN

PATHING BRANDING
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BADAN NASIONAL SER’

AMANAT SDM KOMPETEN

UU Nomor 13 Tahun 2003 0/\ PP Nomor 10 Tahun2018

Tentang Ketenagakerjaan Tentang BNSP

/ INPRES No. 9 Tahun 2016 tentang
UU Nomor 12 Tahun 2012 Revitalisasi SMK dalam rangka
Tentang Pendidikan Tinggi 0 Penlngk_atan Kualitas dan Daya Saing SDM
- ®BNSP 1 ™
PP NOMOR 31 Tahun 2006 BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI UU Nomor 3 Tahun 2014 Tentang
Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional PERINDUSTRIAN

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 \ /

UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
Tentang Standar Nasional Pendidikan Perlindungan Pekerja Migran
\

Tinggi °/ Indonesia

PERPRES NOMOR 68 TAHUN 2022
Tentang REVITALISASI Pendidikan VOKASI dan PELATIHAN vokasi
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BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Perjalananan

Sistem Kompetens Nasional

Merupakan pengembangan sistem penyiapan tenaga kerja dengan paradigma baru
dimulai pada awal tahun 2000 yang ditandai dengan SKB 3 Menteri (Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pendidikan
Nasional, Menteri Perindustrian) dan Ketua Umum Kadin Indonesia

1990 1999 2003 2004 2018
Dewan Latihan BN3P UU No. 13 Peraturan Peraturan
Kerja Nasional Tentang Pemerintah No. 23 Pemerintah No. 10

(DLKN) (penggabungan Ketenagakerjaan T T

o DLKN dan entang entang

Majelis MPKN) UU No. 20 BNSP BNSP

Pendidikan Tentang Sistem

Kejuruan Pendidikan

Nasional Nasional

(MPKN)



#BNSP TIGA PILAR PENGEMBANGAN TENAGA KERJA
BERBASIS KOMPETENSI

(amanah UUJ 13 TAHUN 2003 tentang KETENAGAKERIAAN)
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AKREDITASI — LEVIBAGA Oeh BNSP
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PENYEDIA TVET § ) (— LSP

» EMPLOYMENT- 1
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BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

PP NOMOR 10 TAHUN 2018

\
l—‘
. =

PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM
SISTEM SERTIFIKASI KOMPETENSI SERTIFIKASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KERJA VOKASI

e BNSP MEMPUNYAI TUGAS U

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN | MELAKSANAKAN SERTIFIKASI | PENGEMBANGAN PENGAKUAN

PELAKSANAAN SISTEM SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA
KOMPETENSI KERJA NASIONAL NASIONAL DAN INTERNASIONAL
PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN KERJA PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM
SAMA ANTAR LEMBAGA, BAIK NASIONAL DAN DATA DAN INFORMASI SERTIFIKASI KOMPETENSI

INTERNASIONAL DI BIDANG SERTIFIKASI KERJA YANG TERINTEGRASI

PROFESI

10



®BNSP  Gistem Nasional Sertifikasi Profes

Adalah pengintegrasian komponen yang sinergis dan harmonis dalam rangka
mencapai tujuan pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja nasional melalui:

\ - —
Pembentukan Kelembagaan Sertifikasi

N S S o

Lisensi Lembaga Sertifikasi |

\

Pelaksanaan Sertifikasi |

Harmonisasi Sertifikasi |

Pengembangan Sistem Informasi Sertifikasi Kompetensi |

Penjaminan Mutu Sertifikasi |

4
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SERTIFIKASI TENAGA 1,037,483

911 152

KERJA TAHUN 2006 - 2023 830 58 |

615 388

663,379

|

593,892

TOTAL

7,884,271 472, 089
358,070

355,836

201,406 T

188,207 T

!
l

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023




ACUAN NORMATIF.: UU 13/2003, PP 31/2006, PP 10/2018, PERPRES 68/2022, PERMENKO PMK 6/2022, PERMENAKER 2 /2016, ASEAN
GUIDING PRINCIPLES FOR QUALITY ASSURANCE AND RECOGNITION OF COMPETENCY CERTIFICATION SYSTEMS

(5) INFORMASI SERTIFIKASI

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

ASOSIASI
PROFESI

ASOSIASI
INDUSTRI

KEMENTERIAN/ ’—} (4)JHARMONISASI
LEMBAGA
SERTIFIKASI

SDM
TERLATIH &

PROFESIONAL

(3) PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETEN

BERPENGALAMAN KOMPETENSI KOMPETITIE

(1) PENGEMBANGAN

KELEMBAGAAN IIENY  (2) LISENSI BNSP
KEPADA LSP

CALONLSP

STANDAR
KOMPETENSI

L KEMA SERTIFIKASI
_ASESOR

MUK

TUK

(6) PENJAMINAN MUTU SERTIFIKASI 13



®BNSP SUMBER DAYA SERTIFIKASI
KOMPETENSI KERJA NASIONAL

Standar Kompetensi Kerja
((SKKNI, SKK Khusus
Teregiistrasi, SKK Internasional
Teregistrasi)

Asesor
Kompetensi

Tempat Uji Skema
Kompetensi Sertifikasi
(TUK)
o Lembaga
Materi Uji Sertifikasi
Kompetensi

Profesi (LSP)

— a



ﬂBNSP TUJUAN SISTEM NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Untuk memberi arah, pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja di semua sektor
dan lapangan usaha sehingga tercipta penyelenggaraan sertifikasi kompetensi yang kredibel, sistematis dan
akuntabel dalam:

Pelaksanaan sertifikasi Pelaksanaan sertifikasi
kompetensi profesi yang kompetensi profesi yang
adil, tidak berpihak dan terukur, objektif, tertelusur,
independen. akseptabel dan akuntabel.
4 '\
Pelaksanaan sertifikasi Pelaksanaan sertifikasi
kompetensi profesi untuk kompetensi profesi untuk
mendukung dan menunjang mendukung keunggulan
peningkatan daya saing, dan kompetitif tenaga kerja
produktivitas kerja. Indonesia di pasar global.

A 4

4 Pelaksanaan sertifikasi \

kompetensi profesi yang

diperlukan oleh pelaku
usaha, pemerintah,

Pengembangan standar
kompetensi, kualifikasi,
kemasan kompetensi dan

- : skema sertifikasi kompetensi
pengguna tenaga kerja dari yang sesuai dengan

pekerja pemegang sertifikat kebutuhan DUDIKA.

\_ kompetensi. / : : 15




MENGAPA SERTIFIKASIKAN PROFESIMU?

Merupakan produk hukum yang menjadi

legitimasi (bukti pengakuan) terhadap capaian
kemampuan seseorang dalam melakukan

pekerjaan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas
yang berwenang, berbasis pada standar
kompetensi yang telah disepakati dan
ditetapkan.

Zll

Kompetensi Kerja
adalah kemampuan
kerja setiap individu
yang mencakup *
aspek
pengetahuan,
keterampilan, dan
sikap kerja yang
sesuai dengan
standar yang
ditetapkan.

16



AN IONAL SERTIFIKASI PROFESI

BADAN NASION,

STANDAR KOMPETENSI JABATAN ASN
(SESUAI PERMENPAN RB 38 TAHUN 2017)

STANDAR JENIS PENETAPAN
SKJ ASN Kompetensi Sudah Ditetapkan
Manajerial dibuatkan oleh
Kompetensi Menpan MENPAN

Sosio Kultural

SKJ ASN Kompetensi Teknis Disusun oleh Ditetapkan
K/L teknis oleh Menpan

17



#BNSP

“BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFES!

T, TKHTISAR JABATAN

FORM STANDAR KOMPETENSI JABATAN ASN

Nama Jabatan ! i ‘1
Kelompok Jabatan S 5 W
Urusan Pemerintah @ B o '3)
Kode Jabatan i it M)

3. Romunikasi

4. Orientasi pada hasii

5 Pelayanan Publik

6 Pengembangan din dan
arang lain

7. Meongelols Perubahan

8. Pengambalan Keputussn

B Sosial Kultural

Ikhtisar Jabatan ] . L
. DAR KOMPETENST 9. Perckat Bangsa |
Kompetens l Level l [Haknpsi [ Indikator Kompetensi C. Teknis
A. Manajerial 10, Lo LG a7 B | 9
1. Inl=gntas 11
12
2. Kerjasama L SR
18 il
1D sl
1L PERSYARATAN JABATAN
Dapat memakai konsep KKNI dan SKKNI, e Uraian Tiogkil petiioghys te juatan
. Mutlsk I Penting l Periu
LntUk -]abatan terbUka A Pendidikan | 1. Jenjang LY 10)
2. Bidang llmu LT ¥1]
B Pelatiban 1. Mangjerial AN ol w16 | .02 17) .18
ACUAN NORMATIF: "2
- Perpres 8 tahun 2012 tentang KKNI Shess .
- Permenaker 2 tahun 2016 tentang Sistem 3 Fungaional | o
SKKNI _ L
C Pengalaman kerja
- Permenaker 3 tahun 2016 tentang Tata "5
Cara Penetapan Standar Kompetensi clioe i i
E Indikator Kmena Jabatan vedasrsaasnv20)

Kerja Nasional Indonesia

18



PERPRES NO 8 TAHUN 2012

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

TUJUAN KKNI
—_ . o Penyandingan dan
$2 feraan e

8 penyetaraan antara
Pres - berbagai okupasi di dalam
bidang yang sama

r <--‘
/

-
!

9 TahnPediian e ) |‘
pedilanPa kg 1)

PENGEMBANGAN KARIR
(DUDI, LATKER, MASY)

19



#BNSP

BADAN NASIONA|

ASN ADALAH PROFESI
(SESUAI UU ASN) ~

an

Kemudian UU KETENAGAKERJAAN,
dimana sertifikasi adalah hak.

BNSP melayani bila memang diminta haknya.

Jadi bukan ASN mau disertifikasi, tapi ASN yang ‘
kompeten diberi penghargaan sertifikat.

20



BAB V
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI DAN
PELATIHAN VOKASI

Pasal 16

Penjaminan mutu Pendidikan Vokasi dan Pelatihan
Vokasi dilaksanakan melalui:
a. akreditasi lembaga; dan
b. Sertifikasi Kompetensi/profesi bagi peserta
didik/peserta latih.
Akreditasi lembaga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a  ditetapkan  oleh
badan/lembaga akreditasi nasional masing-masing
kementerian/lembaga yang mengacu pada
kekhususan kompetensi luaran lembaga Pendidikan
Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
Sertifikasi Kompetensi/ profesi bagi peserta
didik/peserta latih sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh lembaga
sertifikasi yang telah memiliki lisensi dari Badan
Nasional Sertifikasi Profesi.
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi/ profesi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
dilakukan melalui saling pengakuan antarnegara.
Sertifikasi yang mengacu pada Standar Kompetensi
Kerja internasional atau Standar Kompetensi Kerja
khusus dilaksanakan sesuai dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan.
Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) melaksanakan uji kompetensi dengan
melibatkan asesor dari dunia usaha, dunia industri,
dan dunia kerja.




“"BNSP PERAN BNSP DALAM PERPRES NOMOR 68 TAHUN 2022
pes—— tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi

(Pasal 16)

Ayat 1 b: Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
dilaksanakan melalui Sertifikasi Kompetensi/Profesi bagi peserta didik/
peserta latih

Ayat 3: Sertifikasi Kompetensi / Profesi bagi peserta didik / peserta latih
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Lembaga
sertifikasi yang telah memiliki lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Ayat 4. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi/Profesi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui saling pengakuan antar
negara

Ayat 5: Sertifikasi yang mengacu pada standar kompetensi kerja
internasional atau standar kompetensi kerja khusus dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
melaksanakan uji kompetensi dengan melibatkan asesor dari dunia usaha,
dunia industri, dan dunia kerja 22



AMANAT PERPRES 68 TAHUN 2022
BNSP SEBAGAI PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN

SKKNI
SKKI
CUAN SKKK

SERTIFIKASI LEMBAGA

m==) |KOMPETENS)/| EEEE) | SERTIFIKAS

PROFESI PROFESI

DAN PELATIHAN
VOKASI

#BNSP |

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

2ol




# BNSP

EACAN NASICNAL SERTFIRASI PAU-BS

Asesor dari LSP PTV harus memiliki kompetensi teknis A M A N AT P E R P R E S
Profil lulusan PTV selaras dengan okupasi atau kualifikasi sesuai 6 8 TA H U N 20 2 2

skema sertifikasi
Skema sertifikasi harus di validasi industri / \
BNSP seBacar
o _ _ _ : PENJAMINAN MUTU
Ketika uji coba instrumen asesmen, perlu melibatkan industri untuk PENDIDIKAN VOKASI
menyaksikan proses tersebut DAN PELATIHAN
Q/OKASI /

Tempat Uji Kompetensi di PTV harus menerapkan good industry

practices

24



#BNSP
PENTINGNYA PENJAMINAN MUTU

SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI

e Mutu-Surveilen Pemegan
Sertifikat

Mutu-Sistem Sertifikasi
Kompetensi Kerja*®

* memelihara kompetensi
pemegang sertifikat.

* Bermanfaat bagi DUDIKA dalam
HRD

* Pengembangan kelembagaan

* Lisensi LSP

» Sertifikasi Profesi

* Harmonisasi sertifikasi

» Sistem informasi dan komunikasi sertifikasi

« Pengendalian mutu / Penjaminan Mutu Mutu-Standar standar

sertifikasi
+ Standar Kompetensi
Mutu- + Standar Okupasi
M . + Standar/skema sertifikasi
anajemen + Standar asesmen
Kelem bag aan + Standar Pendidikan/Pelatihan: PVPV
sertifikasi
profesi Mutu-Asesmen
Sistem Manajemen Mutu LSP: + Filosofi CBA
« Panduan Mutu. * Perencanaan Asesmen,
.« SOP Pelaksanaan Asesmen, Validasi
* Formulir Rekaman Asesmen

* Dokumen pendukung 25
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